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ABSTRAK  
 
 

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; 2) untuk 
mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan 
datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif 
dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan 
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan 
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan 
menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum 
yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan sistem sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bahwa sebenarnya 
sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menjadi Undang–Undang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2004. Namun secara khusus pengaturannya dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang 
ini memberikan ancaman pidana yang berat, adanya pidana tambahan dan tindakan. 
Rumusan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual diatur secara tegas 
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual dan serta jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual 
terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual; 2) Kebijakan hukum pidana mengenai sistem sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan 
datang bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak merupakan 
salah satu bentuk dianutnya kebijakan hukum penitensier dalam sistem penjatuhan 
sanksi double track system yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan yang 
menitikberatkan pada strafstelsel (sanksi pidana) penjara dan denda, maupun 
maatregelstelsel (sistem sanksi tindakan) berupa penjatuhan sanksi pengebirian 
kimiawi pada pelaku kekerasan seksual anak sebagai kebijaksanaan dalam 
penegakan hukum dan mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak 
pidana kekerasan seksual. 
 
 
Kata Kunci:   Sistem Sanksi, Pelaku, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak. 
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SANCTION SYSTEM FOR PERPETRATORS OF CRIMES OF SEXUAL 
VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF 

INDONESIAN CRIMINAL LAW 
 

ABSTRACT 
 
This research aims 1) to determine and analyze the regulation of the sanctions system 
for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children; 2) to find out 
and analyze criminal law policies regarding the sanctions system for perpetrators of 
criminal acts of sexual violence against children in the future. The research method 
used is a normative legal research method and the approaches used are a statutory 
approach and a conceptual approach and a case approach. Analysis of the legal 
materials used in this research was carried out by interpreting, evaluating and 
assessing all statutory regulations and assessing relevant legal materials. The results 
of the research show that 1) The regulation of the sanctions system for perpetrators 
of criminal acts of sexual violence against children has actually been regulated in 
several regulations, such as the Criminal Code, Law Number 1 of 2023 concerning 
the Criminal Code, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended 
by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 
concerning Child Protection as amended by Law Number 17 of 2016 concerning 
Determination of Perpu Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to the 
Law -Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection becomes Law and Law 
Number 23 of 2004. However, specifically the regulations are in the provisions of 
Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This law provides 
for serious criminal threats, additional penalties and actions. The formulation of the 
meaning of criminal acts of sexual violence is strictly regulated in Article 1 point 1 
of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and the 
types of criminal acts of sexual violence are contained in Article 4 of Law Number 
12 of 2022 concerning Criminal Acts Sexual Violence; 2) Criminal law policy 
regarding the system of sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual 
violence against children in the future that criminal sanctions against perpetrators 
of sexual violence against children is one form of adopting a penitentiary legal policy 
in the double track system of sanctions which can be interpreted as a criminal system 
which focuses on strafstelsel (criminal sanctions) imprisonment and fines, as well as 
maatregelstelsel (action sanctions system) in the form of imposing chemical 
castration sanctions on perpetrators of child sexual violence as a policy in enforcing 
the law and realizing efforts to protect children free from criminal acts of sexual 
violence. 
 
 
Keywords:  Sanction System, Perpetrators, Crimes of Sexual Violence Against 

Children. 
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